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Didik Dionisius Sihombing. E0012119. KAJIAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DARI PERSPEKTIF TEORI 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pertanggungjawaban terhadap 
perbuatan nyata dan perbuatan hukum pemerintah di Indonesia. Pelaksanaan 
prinsip pertanggungjawaban merupakan sarana yang disediakan oleh hukum bagi 
masyarakat yang dimungkinkan menderita kerugian akibat dari tindakan 
pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan 
hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan 
pola berpikir deduktif. Dalam penelitian ini, telah diketahui bahwa model 
pertanggungjawaban pemerintah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
dimana dalam bingkai rechtshandalingen hanya terbatas pada tindakan 
pemerintah berupa ketetatan yang bersifat konkrit, individual dan final. 
Sedangkan dalam bingkai feitelijkehandelingen tidak termasuk dalam cakupan 
Undang-Undang tersebut secara khusus dan Hukum Administrasi Negara 
Indonesia secara umum. 





Didik Dionisius Sihombing. E0012119. RESPONSIBILITY OF 
GOVERNMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW 
THEORY. 
This research aims to determine the liability model for the real and legal acts of 
government in Indonesia. Implementation of the principle of liability is the means 
provide by the law for the people who possible suffering losses as a result of 
government action in perform its function. The method used is a normative legal 
research. Sources of legal materials used were the primary law and secondary 
law, with legal materials analysis techniques using syllogisms and interpretation 
by using a pattern of deductive reasoning. In this research, it has been known that 
the model of government liability that applies in Indonesia based on the 
provisions of Law No. 5 of 2009 about the Second Amendment to Law Number 5 
of 1986 concerning State Administrative Court where in the frame legal actions 
limited to governmental action in the form of a decision which is concrete, 
individual and final. While in the frame real actions not included in the scope of 
the Act in particular and the Indonesian State Administrative Law in general. 




MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“If my critics saw me walking over the Thames they would say it was because I 
couldn't swim” Margaret Thatcher 
“Wise men speak because they have something to say; fools because they have to 
say something” Plato 
“Dear God, If Someday I Lose My Hopes, Tell Me That Your Plans Are Better 
Than My Dreams” Anonymous 
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